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ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of Economic Growth, Regional Own
Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation
Fund(DAK) for Capital Expenditure budget allocation on the district/cities in
Central Java Province. The sample that used in this study were 35Government
Districts/Cities in Central Java Province. The type of data used are secondary
data obtained from Actual Budget report (APBD) from 2010-2012 were obtained
through the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java province. The data
collection method used purposive sampling by taking the entire population
census. The analysis tool used multiple linear regression with t test, F test, and
test the coefficient of determination. The results showed that the Regional Own
Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU), which has an effect on
capital expenditures. Meanwhile, Economic Growth and Special Allocation Fund
(DAK} have no significant effect on Capital Expenditure. For the local
government are expected to increase Regional Own Revenue component so it can
be increased so that the allocation for capital axpenditure can be added, and also
can reduce the dependence on Central Government fund transfers.

Keywords : Capital Expenditure, Economic Growth, Regional Own Revenue,
General Allocation Fund, Special Allocation Fund.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi
Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada kabupaten/ kota di
Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35
kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang dipakai adalah
data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pada tahun 2010-
2012 serta Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2009-2012 yang
diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah maupun
Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan data menggunakan teknik
purposive sampling dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang
digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap
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pengalokasian anggaran Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan selalu meningkatkan
komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk
belanja modal dapat ditambah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap
Pemerintah Pusat.

Kata Kunci : Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

PENDAHULUAN

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mepgurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah di Indonesia
tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari
2002, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi
aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah
Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan untuk
meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan
kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi
terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan
publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi
belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tersebut juga memisahkan dengan tegas antara
fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Legislatif), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD} akan mengawasi
kinerja pemerintah daerah melalui anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana
keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia
dokumen anggaran dacrah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Dalam Undang-
Undang tersebut disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah,

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif
dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran
yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan
anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama
sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam teori keagenan,
peraturan daerah menjadi alat bagi legislatif (DPRD) untuk mengawasi
pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah).
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Aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak dapat
dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Perilaku pemerintah -
daerah dalam mengelola keuangan daersh akan berpengaruh dalam proses
penganggaran daersh. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya
upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada
porsi belanja modal.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap seperti peralatan, bangunan dan
infrastruktur. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung
melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah,
selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya
pemeliharaan. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana, baik wntuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan
anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu
langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam
rangka menghadapi desentralisasi fiskal.

Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan
infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itn,
pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja
modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk
pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja
modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain
hal tersebut, keterlibatan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Swasta untuk
bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perlu diperluas
dan ditingkatkan.

Fenomena yang terjadi saat ini menurut data dari Ditjen Perimbangan
Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata nasional rasio Belanja Modal terhadap
Belanja Daerah pemerintah kabupaten/ kota se-provinsi tahun 2013 sebesar
25,36% (naik dari tahun 2012 yang hanya mencapai 24,1%). Jumlah tersebut
masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan rasio Belanja Pegawai terhadap
Belanja Daerah yang secara nasional menunjukkan nilai rata-rata 42,78%. Hal ini
menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal masih relatif rendah dibanding
untuk belanja pegawai. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja
berbagai badan pemerintah. Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD
kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan
APBD-nya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai
dan belanja rutin.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu
diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja
modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tingkat pertumbuban ekonomi menjadi salah satu tujuan penting
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong
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pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola
sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat
untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi
perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004 dalam
Pungky Ardhani, 2011). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya
produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan
kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah
peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan
belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang
dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar
Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri,
yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.32
Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang
berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan
Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
dacrah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Besar kecilnya
belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Dengan adanya
peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal
pemerintah daerah sehingga pemerintak memberikan kualitas pelayanan publik
yang baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan operasional didacrahnya masing-masing, sechingga hal tersebut
menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan
tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan yaitu dana yang
bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. Yang termasuk dalam
dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat
yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan
antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian DAU menekankan pada aspek
pemerataan dan Kkeadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang
bersumber dani pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membanty mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan
pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan
Yulia Yustikasari (2007), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh signikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
secara signifikan. Penelitian lain tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap
anggaran belanja modal di Provinsi Jawa Timur oleh Rizanda Rama Pradhita

294



hajalah limiah Solusi ISEM: 1412-53331
Viol. 15 Mo 3 Jull 20060

(2008), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal,
sedangkan PAD tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Anggiat Situngkir (2009) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sheila Ardhian
Nuarisa (2013)yang meneliti tentang pengarvh PAD, DAU dan DAK terhadap
aalokasi anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2011. Perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan
variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan periode penelitian terbaru dan rentang
waktu yang lebih panjang yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Alasan
dipilihnya Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah karena menurut data Ditjen
Perimbangan Keuangan Tahun 2013, Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memiliki
rasio Belanja Modal per kapita Pemerintah Kabupaten/ Kota yang cukup rendah
yaitu Rp. 0,23 juta, dimana rata-rata rasio Belanja Modal kabupaten dan kota se-
provinsi secara nasional adalah Rp 0,97 juta, schingga menarik untuk
dilaksanakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi ini adalah
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal (Studi Kasus pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah pada
Tahun 2010 - 2012).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini
adalah (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran
belanja modal, (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap
alokasi anggaran belanja modal, (3) Apakah Dana Alokasi Umum
(DAU)berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal, serta Apakah Dana
Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja
Modal

Menurut Boediono (1985) dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007),
pertumbuhan ckonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Tingkat
pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah
untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang
dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh
pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat
fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal
pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya
infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu
pertumbuhan ekonomi daerah.Dengan bertambahnya belanja modal maka akan
berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat

295



hiajalah limiah Solusi I55M: 1412-54413]

Wol. 15 Mo3 Jull 2004

meningkat dan bertambahnya investor yang berdampak akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi,

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan
bahwasemakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan
mengakibatkan bertambuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal
inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran
belanja modal. Oleh karena itn, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai
berikut :

HI: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tethadap pengalokasian
anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Anggaran Belanja
Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Semakin besar pendapatan asli daerah yang
diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam
melaksanakan kebijakan otonomi.Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja
modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan
PAD yang diterima. Sehingga apabila Pernda ingin meningkatkan belanja modal
untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus
menggali PAD yang sebesar-besarnya.Hal ini menunjukkan suaty indikasi yang
kuat, bahwa jika PAD suatu daerahmeningkat, maka kemampuan daerah untuk
melakukan pengeluaran belanja modaljuga akan mengalami suatu peningkatan.

Abdullah & Halim (2004) dalam Anggiat Situngkir {2009) menemukan
bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan, Meskipun proporsi PAD
maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerzh, namun kontribusinya terhadap
pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan
politis,

Penelitian yang dilakukan Angpgiat Situngkir & John Sihar Manurung
(2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap anggaran belanja modal., Hasil tersebut sesuai dengan
penelitan yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), bahwa
PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan
tersebut, diramuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal
Menurut PP No. 25 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang
berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuvangan antar
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan
oleh Holts-Eakin et al dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), menyatakan
bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat
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dengan belanja pemerintah dacrah. Pemerintah dacrah dapat menggunakan dana
perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang
direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011).

Prakoso (2004) dalam Rizanda Ratna Pradita (2008) memperoleh bukti
empiris bahwa jumiah belanja modal dipengaruhi cleh dana alokasi umum yang
diterima dari pemerintzh pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat
hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitt DAU, dengan
alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU
maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah
yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja
modal akan meningkat.Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis dapat
dinyatakan sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah Dana Alokasi Khusus
(DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun
2004). Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan
khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Tujuan DAK diperuntukkan
untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan,
pelayanan publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa
program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk
pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasaran puskesmas di daerah
pelosok. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut,
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam
belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan
bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap
anggaran belanja modal, sama halnya dengan hasil penelitian dari Sheila Ardian
Nuarisa (2013). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara
pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran
pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan
penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, dimana hipotesa yang diramuskan adalah
pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap
pengalokasian anggaran belanja modal. Schingga dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
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Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pendapatan Asli Daerah (X2} \ W

Belanja Modal (Y)

Dana Alokasi Umum(X3)

Dana Alokasi Khusus{X4}

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP
No. 71 Tahun 2010). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel
belanja modal diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin
+Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja
Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap
Lainnya + Belanja Aset Lainnya

. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Produk
Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total nilai barang dan jasa yang
dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Sedangkan PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada
suatu daerah atau lokal. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur
dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut
rumus menghitung pertumbuhan ekonomi :

Pertumbuhan Ekonomi = PDRB,—PDRB.y x 100%
PDRB,,
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. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah (PD), retribusi daerah
(RD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKD), dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah (LPS). Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur
dengan rumus :

PAD = PD + RD + HPKD + LPS

. Dana Alokasi Umum

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi
dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal
daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri
Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuban pendanaan daerah
untuk melaksanakan fungsi layanan dasar mmum dimana kebutuhan pendanaan
tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah,
Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan
Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber
pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga DAU
untuk daerah provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dinyatakan sebagai berikut:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Dimana,

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal

. Dana Alokasi Khusus

Menurut pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan
alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:
Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
Penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan alokasi DAK per daerah
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kriteria umum dirumuskan
berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum
APBD setelah dikurangi belanja PNSD, dapat dinyatakan sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan Daerah =
Penerimaan Umum APBD - Belanja Pegawai Daerah
PAD + DAU + (DBH — DBHDR) - Belania PNSD

Kriteria khusus diromuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan
kriteria  teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
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Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang
mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi bukan
sekedar jumlah pada subyek atau obyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat
yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian
ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
nonprobability sampling, dimana teknik yang digunakan yaitu purposive sampling
atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan kriteria atau
pertimbangan tertentu. Berdasarkan karakteristiknya, yang digunakan sampel
dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki
pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana kabupaten
dan kota tersebut menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2010 - 2012. Dari
karakteristik di atas dapat dilihat yang termasuk sampel adalah keseluruhan dari
populasi karena memenuhi kriteria, yaitu pemerintah kabupaten dan kota di Jawa
Tengah sejumlah 35 kabupaten/ kota.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Data
sekunder yang digunakan berupa data kuantitatif atan angka yang disajikan dalam
laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai variabel-
variabel terkait dalam penelitian.

Sumber data untuk penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tahun
2010 - 2012 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, dimana dapat diperoleh data mengenai
jumlah realisasi anggaran belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan yang diperoleh dari
buku “Jawa Tengah Dalam Angka 2012 dan “Jawa Tengah Dalam Angka 20137,
atan melalui website www. bappeda.jatengprov.go.id. Selain itu juga dapat diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda,
namun sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu akan
dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Analisis
statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil
data peneclitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis.
Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata {mean), nilai maksimum,
nilai minimum, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari
Uji normalitas, Uji multikolonieritas, Uji autokorelasi dan Uji heteroskedastisitas.
Sedangkan pengujian hipotesis yang dilakukan yaite dengan Uji t, Uji F dan Uji
koefisien determinasi (R?).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi
Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota,
dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012). Sampel yang diambil melalui metode
sensus adalah keseluruhan dari populasi yaitu yang memiliki pendapatan daerah
aktif dan dapat membiayai dacrahnya sendiri yang dapat dilihat dari Laporan
Realisasi APBD.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang bersumber pada Laporan Realisasi APBD
dari tahun 2010 hingga tahun 2012 diperoleh deskripsi mengenai variabel—
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari suatu
data ini dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-
rata, dan standar deviasi.

Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Sid. Deviation

PE 105 017 J66 05114 ,008%08
PAD 105 32710581 780069273 111049195,13 90008363,069
DAU 105 238069069 1057808013 605738382,13 176220207 346
DAK 105 150446993 147884197 629238184,36 23656052310
BM 105 21200833 351853782 137425635,74 70615792,381
Valid N (listwise) 105

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Tabel di atas menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan
dependen secara statistik dalam penelitian, dengan jumlah N sampel sebanyak 105
yaitu 35 Kabupaten/ Kota selama tiga tahun. Variabel-variabel independen pada
penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan
variabel dependennya adalah Belanja Modal (BM).

Menurut tabel di atas menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE)
dari 105 data kabupaten/ kota di Jawa Tengah adalah 5,114%, dengan
pertumbuhan terendah adalah 1,7% pada Kabupaten Klaten tahun 2010 dan
tertinggi Kabupaten Sragen tahun 2010 yaitu sebesar 6,6%. Standar deviasi
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,89% dimana lebih kecil dari nilai rata-ratanya,
menunjukan variasi yang kecil atau rendahnya kesenjangan antara nilai terendah
dan nilai tertinggi.

Pada variabel independen kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),
nilai rata-ratanya adalah Rp. 111.049.195.130,-. Nilai tertingginya
Rp.780.969.273.000,- yaitu PAD Pemkot Semarang pada tahun 2012, sedangkan
nilai terendah adalah Rp. 32.710.581.000,- pada Pemkot Pekalongan tahun 2010.
Standar deviasi PAD adalah Rp. 90.008.363.000,- lebih dari 30% dari nilai rata-
rata, yang menunjukkan adanya variasi yang besar pada variabel PAD 35 kab/
kota yang menjadi sampel. Selanjutnya pada variabel ketiga yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp.
605.738.382.130,- dengan nilai tertinggi pada Pemkab Cilacap tahun 2012 sebesar

301



majalah llmiah Solusi IS5M: 1412-53331
Vol 15 Mo.3 Jull 2004

Rp. 1.057.808.013.000,- dan nilai terendah Rp. 238.069.009.000,- yaitu Pemkot
Salatiga pada tahun 2010. Nilai standar deviasinya sebesar Rp. 176.220.207.346,-
menunjukkan adanya variasi yang rendah karena nilainya lebih kecil
dibandingkan 30% dari nilai mean.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata variabel Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 62.928.184.360,- dengan nilai tertinggi Rp.
147.884.197.000,- yaitu Pemkab Jepara tahun 2010 dan nilai terendahPemkot
Magelang tabun 2010 sebesar Rp. 15.046.993.000,-. Nilai standar deviasi sebesar
Rp. 23.656.052.310,- lebih dari 30% dari nilai rata-rata yang menunjukkan
kesenjangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi dari variabel
DAK. Dan pada variabel Belanja Modal (BM) menghasilkan nilai mean sebesar
Rp. 137.425.635.000,- nilai tertingginya terdapat pada Pemkot Semarang tahun
2010 sebesar Rp. 351.853.782.000,~dan nilai terendah Rp. 21.200.833.000,- yaita
Pemkab Blora pada tahun 2010. Sedangkan standar deviasinya sebesar Rp.
70.615.792.381,- dimana nilainya lebih besar dari 30% dari nilai mean
menunjukkan adanya variasi yang besar.

Analisis Data

Analisis data ini dimaksndkan untuk memperoleh gambaran jawaban atas
variabel-variabel yang diteliti dari data yang sudah terkumpul terkait dengan
rumusan dan hipotesis yang diajukan. Metode analisis data dalam penelitian ini
adalah analisis regresi berganda, namun sebelum melakukan analisis regresi
berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik.

Uji Asumsi Klasik
. Uji Normalitas

Ui normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian asumsi
ini dilakukan melalui pengamatan terhadap Normal Probability Plot. Hasil
pengujian normalitas grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :

Heazot| PP Plod of Ragred ks Storntardited Resichal

vy . DM VG M .

i

7 |
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I "
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= 5% s ]
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Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
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Dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas. Selain dapat dianalisis dengan grafik normal P-plot diatas, uji
statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual dalam
penelitian kali ini adalah pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov (K-S) sebagai berikut :

Tabel 2 Uji Kolmogorov — Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnoy Test

Unstandardized Residual

N 105
Normal Parameters™ Mean 0000000
Std. Deviation 50854809.70837810

Most Extreme Differences Absolute .086
Positive 086

Negative -.048

Kolmogorov-Smimov Z 881
Asymp. Sig. (2-tailed) 420

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Dari hasil uji normalitas besarnya nilai Kelmogorov Smirnov adalah 0.881
dan signifikansi pada 0,420. Karena hasil signifikansi sebesar 0,420 > 0,05 dapat
disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian iniberdistribusi normal.

. Uji Multikolonieritas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independennya, Diagnosa
secara sederhana terhadap tidak adanya multikolonieritas didalam model regresi
adalah jika variabel independen mempunyai angka tolerance diatas (>) 0,1 dan
mempunyai nilai ¥/Fdi bawah (<) 10. Hasil uji muitikolonieritas dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients”

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

I (Constant)
PE 859 1.164
PAD 705 1.418
DAU 400 2.503
DAK A57 2189

a, Dependent Variable; BM
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
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Tabel hasil uji muitikolonieritas menunjukkan untuk keempat variabel
bebas, angka VIF ada di bawah 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel
bebas berada di atas 0,1 yang artinya bahwa variabel-variabel penelitian tidak
menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi. Sehingga
dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi di antara variabel-variabel
independen.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasidilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan
pengganggu pada  periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi.Untuk mendeteksi adanya autokorelasi
adalah dengan melibat besaran Durbin-Watson, Jika nilai DW testterletak diantara
-2 sampai +2 berarti bebas dari gangguan autokorelasi, sedangkan jika nilai D-W
terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif dan jika nilai D-W terletak
diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Hasil uji autokerolasi adalahsebagai
berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Sumumary®

Maodel R R Square  Adjusted R Square Std. Ervorof the  Durbin-Watson
Estimate
1 694" 481 A61 51861933,413 1,449

a. Predictors: (Constart), DAK, PE, PAD, DAU
b. Dependent Varizble; BM

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Hasil dari perhitungan SPSS menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar
1,449 yang terletak diantara -2 sampai +2 sehinggadisimpulkan bahwa bebas dari
gangguan autokorelasi.

. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak
terjadi Heterokedastisitas,

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi
variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila
dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar
acak di atas dan di bawah angka ¢ pada sumbu Y maka dapat dikatakan bahwa
tidak terdapat heteroskedasitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut ini :

304



ajalah llmiah Solusi ISEM: 141253241
Vol 15 Mo.3 Jull 2014

Gambar 3 Grafik Scatter Plot
Sumber : Data sekunder yang diolah 2015

Berdasarkan grafik scatterplots diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang
jelas serta titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresitidak memiliki gejala
adanya heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk
memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel independen
pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK.

Selain menggunakan grafik akan dilakukanUjiPark. Uji Park untuk
menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan meregres kuadrat residual
sebagai variabel dependen dengan variabel independen.Dengan bantuan output
SPSS, aturan keputusan uji Park adalah apabila nilai signifikansi masing-masing
variabe] dependen di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Park
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

1 {Constant) 12,349 13.527 913 363
LnPE 800 1.009 086 793 430
LnPAD -043 567 -010 -.076 .939
LnDAU 388 1.266 142 702 484
LnDAK 395 847 085 467 642

a. Dependent Variable; LnU2i

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Dari keempat regresi di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-
masing di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
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Analisis Regresi Berganda

Untuk mencari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran
Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu model
analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk hipotesis
tentang pengaruh variabel secara simultan mampu untuk menguji hipotesis
tentang pengaruh antar vanabel bebas atau secara parsial. Pengolahan data dengan
program IBM SPS8(Statistical Package for Social Science) versi 20 memberikan
nilai koefisien persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients”
. . Standardized
Model Unstandardized Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

{Constant) -23910259,583 34886484,799 -,085 495

PE 328175305878 615857959,393 41 533 595
1 PAD 272 067 346 4,040 .00

DAL ,195 046 - A87 4270 ,000

DAK - (159 J18 -,020 -, 186 853

a. Dependent Variabte: BM
Sumber: Data sekunder yang diolah 2015

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan
Unstandardized Coefficients. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel
memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi pada
masing-masing variabel dalam menerangkan variabel terikatnya, dengan rumus
persamaan sebagai berikut :

Y=a+0;X; +68:;X:+ 8. X5+ B:X, +e
Dengan rumus persamaan diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai
berikut:
Belanja Modal = -23910259,583+ 328175305,878 PE + 0,272 PAD + 0,195 DAU -
0,059 DAK

Dari hasil persamaan regresi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a = konstanta (nilai mutlak Y) sebesar -23910259,583, artinya apabila nilai
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Dacrah, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus = 0, maka Belanja Modal yang dilakukan pemerintah sebesar Rp.
23.910.259,583.
i3; = koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomisebesar 328175305,878vang berarti
bahwa setiap perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka akan
menaikkan variabel Belanja Modal sebesar Rp. 328.175.305,878, dengan asumsi
variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh
yang ditimbulkan searah, dimana naiknya variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar
1 satuan berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar
328175305,878satuan.
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B; = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,272yang berarti bahwa
setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan berpengaruh
pada variabel Belanja Modal sebesar 27,2% dengan asumsi variabel yang lain
konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan
searah, dimana naiknya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan
berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar 0,272satuan.

B: = koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,195yang berarti bahwa
setiap perubahan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan berpengarch
pada variabel Belanja Modal sebesar 19,5% dengan asumsi variabel yang lain
konstan. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan
searah, dimana naiknya variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 satuan
berpengaruh pada peningkatan variabel Belanja Modal sebesar 0,1935satuan.

B4 = koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar -0,059 yvang berarti bahwa
setiap perubahan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 1% akan berpengaruh
pada variabel Belanja Modal sebesar 5,9% dengan asumsi variabel yang lain
konstan. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan
arah, dimana naiknya variabel Dana Alokasi Khusus schesar I satuanmaka
variabel Belanja Modal akan tarun sebesar 0,059satunan.

Pengujian Hipotesis
. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel
independen mempengarhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan
wji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat
kepercayaan (level of significant) 5% atau 0,05. Hipotesis yang akan diuji dalam
penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen
(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dimana hipotesis nol
{Ho) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruk. Apabila nilai signifikan lebih
kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif (Ha), yang
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi
variabel dependen. Apabila nilai signifikan lebih besar maka Ha ditolak.

Untuk menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikana = 5% : 2 =
2,5% (uji 2 sisi} dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k-1)
dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen
dengan kriteria uji adalah :

Ho diterima bila : thiung<traberatat-thiwng™-tubeilengan signifikan > 0,05

Ho ditolakbila  :thiyung™ tiabaatatl -thiung<-tbedengan signifikan < 0,05
Berikut adalah hasil perhitungan uji t dengan menggunakan IBM SPSS versi 20 :
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Tabel 7 Hasil Uji t
Coefficients®

. . Standardized

Model Unstandardized Coeffictents Coefficients t Sig.
B Std, Errer Beta
(Constant) -23910259,583 34886484,799 -685 A95
PE 328175305878 615857956,392 041 533 ~95
1 PAD 272 £67 346 4,040 000

DAU ,193 046 487 4,270 000
DAK -,059 S18 - 020 - 186 853

a. Dependent Variable; RM
Sumber : Data Sekunder yang diolah 2015

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hubungan masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial sebagai berikut :
Pengujian H, : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Pertumbuhan
Ekonomi terhadap alokasi anggaran Belanja Modal
Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai tyin,= 0,533 lebih kecil dari typg=
1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,595 lebih besardibandingkan dengan tarafl
signifikansi o = 5% = 0,05 , artinya Ho diterima yang berarti bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi anggaran
Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H1ditolak.
Pengujian H; : Uji pengaruh parsial (vji t) antara variabel Pendapatan Asli
Daerah terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.
Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai tywne= 4,040 lebih besardatitype=
1,984dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf
signifikansi o = 5% = 0,05 , artinya Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang
signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi anggaran Belanja
Modal secara parsial. Kesimpulan H2diterima,
Pengujian H; : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Dana Alokasi
Umum terhadap alokasi anggaran Belanja Modal,
Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai thin,= 4,270 lebih besar dari type= 1,984
dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf
signifikansi @ = 5% = 0,05 , artinya Ho ditolak yang berarti menunjukkan
pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
secara parsial. Kesimpulan H3diterima,
. Pengujian H4 : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Dana Alokasi
Khusus terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.
Hasil perhitungan dengan menggunakan IBM SPSS versi 20 dapat diketahui
bahwa nilai thjun= -0,186 lebih kecil daritpe= -1,984 dan nilai signifikan sebesar
0,833 lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi a = 5% = 0,05 , artinya
Ho diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana
Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara parsial. Kesimpulan H4ditolak.
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b. Uji Statistik F

Pengujian ini berfujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Uji F dapat dilakukan
dengan melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan
SPSS dengan level of significant 5%. Yika nilai signifikansi lebih besar dari 5%
maka hipotesis difolak, artinyasecara simultan variabel-variabel bebas tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, namun Jjika
nilainya lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara
simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel terikat.

Untuk menentukan nilai F tabel digunakan tingkat signifikano=5% dengan
derajat kebebasan (degree of freedom) dfl = {(k-1) dan df2 = {n-k), dimana n
adalah jumlsh observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel yaitu variabel
dependen dan variabel independen. Adapun kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

Jika Fritung< Fuveidengan signifikan > 0,05 : Ho diterima, Ha ditolak
Jika Ftyimng>Fiaberdengan signifikan < 0,05 : Ho ditolak, Ha diterima
Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA®
Mode) Sum of Squares Df Mean Square F Sip.
1 Regression 249619360165912000.000 4 62409840041477900.000  23.204 000°
Residual 268966013729437000.000 100 2689660137294360.000
Total 518605373895348000.000 104

a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

Sumber: Data sekunder yang diolah 2015

Dari hasil uji F pada tabel ANOVA di atas diperoleh F hitung sebesar
23.204 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dibandingkan dengan nilaj F tabel yaitu
2,46 {dfl = 4, df2 = 100) maka nilai F hitung 23.204 lebih besar (>) dari F tabel
2,46. Tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari 5%. Maka dari hasil tersebut
dinyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dengan analisis tersebut
menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengarnh
terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

¢. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien Determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi ditentukan
dengan nilai Adjusted R Square.Nilai R?yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
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Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi (Rz)
Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 694" A81 461 51861933.413
a. Predictors: (Constant), DAK, PE, PAD, DAU

Sumber : Data sekunder yang diolah 2015
Hasil wuji koefisien determinasimenunjukkan bahwa besarnya nilai
Adjusted RSquareadalah 0,461, Hal ini berarti 46,1% variasi Belanja Modal dapat
dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.Sedangkan sisanya sebesar 53,9% (100%-46,1%) dijelaskan clehfaktor-
faktor yang lain di Iuar model.

Pembahasan
Pengaruh Pertumbuhan EKkonomi terhadap FPengalokasian Anggaran
Belanja Modal

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi
tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil
penelitian ini sesvai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan
Yulia Yustikasari (2007) maupun Pungky Ardhani (2011) yang menyatakan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengarub signifikan terhadap alokasi
anggaran Belanja Modal.

Hal ini disebabkan adanya penyerapan anggaran belanja modal yang tidak
optimal dan adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta
kelayakan dan ketersediaan fasilitas umum tiap daerah. Sehingga meskipun
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun penyerapan anggaran
belanja modal tidak signifikan. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi
tidak terlaln dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja
modal. Selain itn, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan
anggaran setiap kabupaten/ kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial
politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal

Variabel independen kedua yang dapat memprediksi pengalokasian
anggaran Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap
pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil ini didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Kartikasari (2007), Anggiat Situngkir dan
John Sihar Manurung (2009), Pungky Ardhani (2011), serta penclitian yang
dilakukan oleh Sheila Ardian Nuarisa (2013) yang menyatakan adanya pengaruh
yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.
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Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah
atas belanja modal pun semakin tinggi. Setiap penyusunan APBD, jika
Pemerintah Daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar
disesuaikan dengan kebutuhan daersh dengan mempertimbangkan PAD yang
diterima. Ini menunjukkan bahwa antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu
hubungan timbal balik dalam kevangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil ini
mendukung penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan
bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja
Modal. Prakoso (2004) dalam Sheila Ardhian Nuarisa (2013) memperoleh bukti
empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang
diterima dari Pemerintah Pusat.

Besarnya jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah
Pusat mempengaruhi besarmnya belanja modal yang dialokasikan Pemerintah
Daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa banyak Pemerintah Daerah yang
masih tergantung pada penerimaan transfer dari pusat ini untuk membiayai
pengeluarannya, dalam hal ini belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi
belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki
pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan
meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal

Berdasarkan hasil perhitungan wji t diperoleh bahwa tidak terdapat
pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan arah yang
berlawanan atau negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/ kota yang
mendapatkan DAK yang rendah akan cenderung memiliki belanja modal yang
meningkat atau sebaliknya. Ini dapat disebabkan karena apabila variabel yang lain
yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
besar maka akan menyebabkan belanja modal meningkat, sehingga dapat
menyebabkan Pemerintah Pusat mengurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan
kepada Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah dianggap mampu
mendanai belanja modalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya jumlah
DAK yang diterima tidak mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Hal ini
disebabkan karena besarnya alokasi DAK relatif kecil dibandingkan dengan dana
perimbangan lain yang ditransfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil.

Selam itu Alokasi DAK sebagian besar lebih dialokasikan untuk
infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadiprioritas
pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Alokasi DAK tidak
secaralangsung berhubungan dengan belanja modal seperti jalan dan jembatan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pungky Ardhani
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(2011), yang juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh
terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 hipotesis yang
dianalisis dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS (Statistical Package for
Social Science} versi 20 seperti yang telah dibahas sebelumnya, sehingga dapat
disimpulkan sebagai berikut:
. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja
Modal, pernyataan H1 ditolak.
. Terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja
Modal, pernyataan H2 diterima.
. Terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal,
pernyataan H3 diterima.
. Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Belanja
Modzl, pernyataan H1 ditolak.
. Hasil vji F menghasilkan F hitung sebesar 23,204 yang apabila dibandingkan
dengan nilai F tabel sebesar 2,46 maka nilai F hitung (23,204) lebih besar dari F
tabel (2,46), serta tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dard 0,05. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat dinyatakan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian
anggaran Belanja Modal.
. Hasil uji koefisien determinasimenunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R
Squareadalah 0,461, yang berarti bahwa 46,1% variasi Belanja Modal dapat
dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yaitu Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.Sedangkan sisanya sebesar 53,9 % dijelaskan oleh faktor- faktor lain
selain variabel yang telah diteliti.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat
diberikan beberapa saran sebagai berikut:
. Pemerintah Daerah sebaiknya selalu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya
untuk meningkatkan penerimaan daerah, sehingga tercipta kemandirian daerah
untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya
ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.
. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan restrukturisasi sumber daya manusia
untuk menekan belanja pegawai dengan lebih menekankan pada kualitas pegawai
daripada kuantitas, sehingga lebih mengutamakan alokasi belanja daerah kepada
belanja modal,
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Keterbatasan Penelitian

1. Hasil koefisien determinasi (adjusted R-square) yang sebesar 0,461 yang berarti
bahwa variabel Belanja Modal hanya dipengaruhi sebesar 46,1% oleh keempat
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuban
Ekonomi, PAD, DAU dan DAK. Ini menunjukkan kemampuan variabel
independen menjelaskan variabel dependen tidak begitu besar.

2. Terdapat keterbatasan dalam memperoleh data Laporan Realisasi APBD terkini,
dikarenakan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
adalah data dua tahun sebelum tahun terbit / cetak. Sehingga pada tahun 2014,
data terbaru yang dikeluarkan BPS adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2012.

Agenda Penelitian yang Akan Datang

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/
Kota pada provinsi lain, misalnya yang memiliki rasio Belanja Modal per kapiia
Pemerintah Kabupaten/ Kota yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah
yaitu Provinsi DIY (Deskripsi Analisis APBD Tahun 2013) sechingga dapat
diperoleh hasil yang lebih signifikan,

2. Dikarenakan nilai adjusted R squarepada penelitian ini masih kurang dari 50%,
maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan ataupun menambah
variabel independen lain, yang mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar
terhadap belanja modal, seperti Dana Bagi Hasil, belanja pegawai, pembiayaan
pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya maupun varabel non
keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah.
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